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BAB VII 
PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN LETUSAN 

GUNUNG BERAPI  
DAN KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI [14] 

Lanjutan 
 

7.4. Penentuan pola ruang  
Polaruang kawasan merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
kawasan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 
a. Pendekatan dan prinsip dasar penentuan polaruang 
 

Pendekatan penentuan pola ruang pada kawasan rawan letusan 
gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi dilakukan melalui: 
1) Pendekatan kajian geologi; 
2) pendekatan aspek fisik dan social ekonomi; 
3) pendekatan tingkat risiko pada kawasan rawan letusan gunung 

berapi dan kawasan rawan gempa bumi; dan 



4) rekomendasi penentuan pola ruang sesuai dengan tipe 
kawasan rawan bencana dan rekomendasi tipologi jenis 
kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan tingkat kerentanan. 

Prinsip dasar penentuan pola ruang pada kawasan rawan letusan 
gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi adalah: 
1) Kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan 

gempa bumi yang mempunyai fungsi lindung, kawasan 
tersebut mutlak dilindungi dan dipertahankan sebagai 
kawasan lindung. 

2) Kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan 
gempa bumi yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat 
dibudidayakan dengan kriteria tertentu dan memberi 
peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan 
tersebut untuk kegiatan budidaya. 

 
b. Tipologi kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan tingkat kerentanan 

Tipologi kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan tingkat 
kerentanan terdiri atas dua kawasan yaitu: 
1) Kawasan Perkotaan: 

a) permukiman 
i. kerentanan tinggi (ktp): 
• konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan kepadatan 

bangunan tinggi (>60unit/Ha) dans edang(30–60unit/Ha). 
• konstruksi bangunan beton bertulang dengan   kepadatan bangunan tinggi (> 60 unit/Ha). 



ii. kerentanan sedang(ksp): 
• konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan 

bangunan sedang (30 – 60 unit/Ha) dan rendah (< 30 
unit/ semi permanen  dengan kepadatan bangunan 
tinggi(>60unit/ Ha) dan sedang(30–60unit/Ha). 

• Konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan tinggi (> 60 unit/Ha) 
iii. Kerentanan rendah(krp): 

• konstruksi bangunan semi permanen dengan   kepadatan bangunan rendah (< 30 unit/Ha). 
• konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 – 60 unit/Ha) dan rendah (< 30 unit/Ha). 

 
b) Perdagangan dan perkantoran 

i. Kerentanan tinggi (ktk) 
konstruksi bangunan tidak tahan gempa dengan kepadatan  
bangunan tinggi (KDB > 70; KLB > 200). 

ii. kerentanan sedang (ksk) 
• konstruksi bangunan tahan gempa dengan kepadatan 

bangunan tinggi (KDB > 70; KLB > 200) dan rendah 
(< 50; KLB <100). 

• konstruksi bangunan tidak tahan gempa dengan 
kepadatan bangunan tinggi (KDB>70; KLB>200), 
sedang (KDB=50-70; KLB=100-200), dan rendah 
(<50;KLB<100). 

iii. Kerentanan rendah (krk): 
Konstruksi bangunan tahan gempa dengan kepadatan 
bangunan sedang (KDB = 50-70; KLB =100-200). 

c) industri 
i. kerentanan tinggi (kti) 



konstruksi bangunan tidak tahan gempa dengan skala 
industri besar 
ii. kerentanan sedang(ksi): 

• konstruksi bangunan tahan gempa dengan skala   industri 
besar, sedang. 

• konstruksibangunantidaktahangempadenganskalaindustri 
sedang dan kecil. 

iii. kerentananrendah(kri): 
konstruksi bangunan tahan gempa dengan skala industri kecil. 

 
2) Kawasan Perdesaan: 

a) permukiman 
i. kerentanan tinggi (ktp) 

• konstruksi bangunan beton  tak  bertulang dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar. 
• konstruksi  bangunan  beton  bertulang  dengan pola permukiman  mengelompok. 

ii. kerentanan sedang (ksp): 
• konstruksi  bangunan  beton  bertulang  dengan pola permukiman menyebar. 
• konstruksi  bangunan  semi  permanen  dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar. 
• konstruksi bangunan tradisional dengan pola  permukiman mengelompok. 

iii. kerentananrendah(krp): 
• konstruksi bangunan tradisional dengan pola  permukiman menyebar. 



b) Perkantoran dan perdagangan (pusat desa) 
i. Kerentanan tinggi (ktpd): 

konstruksi bangunan beton bertulang dan beton tidak bertulang. 
ii. kerentanan sedang (kspd): 

konstruksi bangunan semi permanen. 
iii. kerentanan rendah (krpd): konstruksi bangunan 

tradisional. 
c) lahan usaha, tingkat kerentanan lahan usaha ditentukan oleh 

jenis lahan usaha pertanian yang mempunyai karakteristik 
berbeda: 
i. kerentanan tinggi (ktlh) untuk jenis usaha sawah yang beririgasi 
ii. kerentanan sedang (kslh) untuk jenis usaha ladang. 
iii. Kerentanan rendah (krlh) untukjenis perkebunan. 
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d) Pariwisata, khususnya wisata/atraksi ekologis dengan jenis 
atraksi sebagai berikut: 
i. Wisata/Atraksi Geofisik (Kawasan puncak gunung berapi), 

dengan jenis atraksi fenomena vulkanis dengan semburan 
lahar panas dan dingin, keragaman flora fauna, sosio 
sistem yang khas dan bernuansa vulkan (wg). 

ii. Wisata/Atraksi Biotis yang meliputi: ekosistem hutan 
alam tropika pengunungan (Tropical Mountain Forest) 
yang mempunyai struktur tajuk yang bernuansa vulkan; 
model suksesi alami dari hutan alam tropika pegunungan 
yang dipengaruhi oleh adanya aktivitas gunung berapi. 
Selain itu juga dapat berupa atraksi seperti: track- ing, air 
terjun, dan lain-lain (wb) 

iii. Wisata/Atraksi Abiotis, yaitu berbagai atraksi yang 
sangat berinteraksi dengan kawasan vulkan tersebut, 
seperti petualangan dan ke pencinta alaman atauwisata 
dengan“minat khusus”(wa) 

iv. Wisata/Atraksi Sosio-Kultural, kondisi alam dan 
masyarakat yang percaya akan supranatural telah 
membentuk budaya yang khas (ws) 

v. Wisata/Atraksi Agro-Kultural, seperti agrowisata, hutan 
rakyat dan berbagai macam pola agroforestry (wak) 

 
c. Pola ruang kawasan rawan letusan gunung berapi 

 
Penentuan pola ruang kawasan rawan letusan gunung berapi di 
daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan tingkat risiko bencana 
dijelaskan seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut. 



 

 

Tabel 1 Peruntukan ruang kawasan rawan
gunung berapi berdasarkan tipologi
kawasan 

 
 

 
Peruntukan Ruang Tipologi A

Kota Desa
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
 

Keterangan: 
 

Tidak layak untuk dibangun Dapat 
dibangun dengan  syarat 
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Peruntukan ruang kawasan rawan letusan 
gunung berapi berdasarkan tipologi 

Tipologi A Tipologi B Tipologi C 
Desa Kota Desa Kota Desa 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    



 

 

 
 
 

Tabel 2 Persyaratan peruntukan ruang kawasan rawan letusan                     gunung berapi 
 

Tipologi Kawasan 
Penentuan Pola Ruang Persyaratan Peruntukan Ruang 

Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan 
 
 
  

A 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya.  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan:  hutan kota, industri, pariwisata, permukiman,perdagangan danperkantoran. 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya danberbagai infrastruktur penunjangnya.  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, perdagangandan perkantoran. 

 
 
  
 
  

KTp, KTk, KTi, KSp, KSk, Ksi, ws 

 
 
   KTp, KSp, KTpd, KTlh, KSlh, KRlh, hutan produksi maupun hutan rakyat, pertambangan rakyat (batu dan pasir), ws, wak 

  
 
 

B 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. 
 Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: hutankota, industri, permukiman, perdagangan dan perkantoran 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya danberbagai infrastruktur penunjangnya.  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, perdagangandan perkantoran 

KSp, KRp, KSk, KRk, Ksi, Kri KSp, KRp, KSpd, KRpd, KTlh, KSlh, KRlh, pertambangan rakyat (batu dan pasir), hutan rakyat, wb, wa 

C  Ditentukansebagai kawasanlindung  Ditentukan sebagai kawasan lindung dan masih dapat dimanfaatkan sebagaikawasan pariwisataterbatas 

 wg 
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d. Pola ruang kawasan rawan gempabumi 
Penentuan polaruang kawasan rawan gempa bumi didaerah 
perkotaan dan perdesaan berdasarkan tingkat risiko bencana 
dijelaskan seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

 
 

Tabel 3 Peruntukan ruang kawasan rawan gempa bumi  
                 berdasarkan tipologi kawasan 
 

Peruntukan Ruang Tiplologi Kawasan 
A B C D E F 

Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa 
   Hutan Produksi             
   Hutan Kota             
   Hutan Rakyat             
   Pertanian Sawah             
   Pertanian Semusim             
   Perkebunan             
   Peternakan             
   Perikanan             
   Pertambangan             
I  Industri             
   Pariwisata             
   Permukiman             
   Perdagangan dan   
Perkantoran             

 
 

Tidak layakuntukdibangun    Dapat dibangun dengansyarat 



 

 

 
 

Tabel  4 Persyaratan peruntukan ruang kawasan rawan gempabumi 
 

Tipologi Kawasan 
Penentuan Pola Ruang Persyaratan Peruntukan Ruang 

Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan 
 
 
  
 
 A 

▪ Dapat dikembangkan menjadi kawasanbudi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: hutan kota, permukiman, perdagangan dan perkantoran,industri, pariwisata. 

▪ Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan:kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, permukiman, perdagangan dan perkantoran, serta pariwisata. 

Ktp, Ksp, Krp, Ksk, Krk, Ksi, Kri, ws Ksp, Krp, Kspd, Krpd, Ktlh, Kslh, Krlh, hutan produksi, hutan rakyat, pertambangan rakyat (batu dan pasir), wak 

  
 
  
 
 B 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasanbudi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya, dan dengan mempertimbangkan karakteristikalam.  Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: hutan kota, permukiman, industri, perdagangan dan perkantoran,pariwisata 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya dengan mempertimbangkan karakteristikalam. 
 Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: permukiman, perdagangan dan perkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan,pertambangan, kehutanan,pariwisata 

Ksp, Krp, Ksk, Krk, Ksi, Kri, ws Ksp, Krp, Krpd, Kspd,Ktlh, Kslh, Krlh, hutanproduksi, hutan rakyat, pertambangan rakyat (batu dan pasir),wak 
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Tipologi Kawasan 
Penentuan Pola Ruang Persyaratan Peruntukan Ruang 

Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan 
  
 
 
 C 

 Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. 
 Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: hutankota, permukiman, perdagangan dan perkantoran, industri, pariwisata 

 Dapat dikembangkanmenjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. 
 Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: permukiman, perdagangan danperkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan,pariwisata 

Krp, Krk, Kri, ws Krp, Krpd, Kspd, Ktlh, Kslh, Krlh, hutan produksi, hutan rakyat, wak 

  
 D 

 Tidak dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. 
 Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan adalahhutan kota 

 Tidak dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. 
 Jenis kegiatan yangdapat dikembangkan adalah pariwisataalam 

   
 wa, ws 

  
 
   

E 

 Tidak berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya,mengingat tingkat bahaya yang diakibatkan sangattinggi. 
 Kegiatan tidak dapat dikembangkan mengingat intensitas gempa yangtinggi, serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunamimerusak. 

 Tidak berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya,mengingat tingkat bahaya yang diakibatkan sangattinggi. 
 Kegiatan tidak dapat dikembangkan mengingat intensitas gempa yangtinggi, serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunamimerusak. 
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Tipologi Kawasan 
Penentuan Pola Ruang Persyaratan Peruntukan Ruang 

Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan 
 
 

F 
 Ditetapkan sebagaikawasan lindung dan tidak dapat dikembangkan sebagai kawasan budi daya mengingat risiko yang tinggi bila terjadigempa. 

 Ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tidak dapat dikembangkan sebagai kawasan budi dayamengingat risiko yang tinggi bila terjadi gempa. 
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7.5. Struktur ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 
rawan gempa bumi 

 
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan  
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi 
masyarakat dikawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa 
bumi yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 
 Dasar penentuan struktur ruang 
 
Penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan gempa bumi 
lebih dititik beratkan kepada upaya memelihara dan meningkatkan kualitas 
ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan 
dengan lebih memperhatikan  azas pembangunan berkelanjutan. Kegiatan-
kegiatan sosial ekonomi pada zona-zona dalam kawasan berpotensi bencana 
lebih bersifat lokal (zonewide), sehingga penataan ruangnya lebih diprioritaskan 
pada pengembangan system internal kawasan/zona yang bersangkutan dengan 
tetap mempertahankan hubungan fungsional dengan system wilayah 
kabupaten/kota dan/atau provinsi. Sistem internal kawasan/zona dalam hal ini 
adalah struktur ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingka 
tinternal kawasan/zona yang bersangkutan. 
Berdasarkan  hal-hal tersebut di atas maka dalam menentukan struktur ruang 
pada masing-masing zona berpotensi bencana harus didasarkan kepada 
beberapa pertimbangan sebagai berikut: 
a. Sistem internal kawasan/zona harus dipandang juga sebagai sub-sistem dari 

system wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi, sehingga struktur  ruang 
kawasan/zona berpotensi bencana mempunyai hubungan fungsional dengan 
struktur ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi. Dengan 
demikian dalam penentuannya harus mengacu rencana struktur ruang pada 
hirarki rencana tata ruang yang lebih tinggi. 

b. Harus dijaga kesesuaiannya dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam 
rencana tata ruangnya. 

c. Melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak tinggi pada fungsi 
lindung dan merelokasi kegiatan-kegiatan budi daya yang tidak memenuhi 
persyaratan. 

d. Memperhatikan criteria tingkat kerawanan/tingkat risiko serta 
mengupayakan rekayasa untuk mengeliminir faktor-faktor penyebab 
tingginya kerawanan/ risiko. 



 

 

e. Mengacu pada beberapa peraturan dan pedoman terkait bidang penataan 
ruang serta peraturan dan pedoman yang terkait lingkungan dan sumber 
daya alam. 

f. Menghormati hak yang dimiliki orang sesuai peraturan perundang-undangan. 
g. Memperhatikan aspek aktifitas manusia yang telah ada sebelumnya (exist- 

ingcondition) dan dampak yang ditimbulkannya. 
 
Penentuan struktur ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan 
kawasan rawan gempa bumi 
 
Pada dasarnya rencana struktur ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan 
kawasan rawang empa bumi adalah penentuan susunan pusat-pusat hunian dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi pada kawasan rawan bencana berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas. 
Susunan pusat-pusat hunian dan sistem jaringan prasarana dan sarana 
pendukungnya pada setiap kawasan akan berbeda tergantung dari variasi tingkat 
kerawanan/tingkat risikonya dan skala/tingkat pelayanannya. Karena itu dalam 
perencanaan struktur ruangnya harus mempertimbangkan daya dukung 
lingkungan, tingkat kerawanan, fungsi kawasan, dan tingkat pelayanan dari unsur- 
unsur pembentuk struktur tersebut. Beberapa ketentuan agar kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan sesuai dengan struktur ruangnya dapat dilihat pada Tabel 5 
dan Tabel 6. 



 

  

Tabel  5 Arahan struktur ruang kawasan rawan letusan  
                gunungberapi 

 
 

Unsur Pembentuk 
Struktur Ruang 

Tipologi A Tipologi B Tipologi C 
Kota Desa Kota Desa Kota Desa 

Pusat  Hunian       
Jaringan Air Bersih       
Drainase       
Sewerage       
Sistem  Pembuangan Sampah       
Jaringan  Transportasi Lokal       
Jaringan  Telekomunikasi       
Jaringan Listrik       
Jaringan Energi       

 
Keterangan: 

 
Tidak layak untuk dibangun Dapat 
dibangun dengan syarat 



 

  

Tabel  6 Arahan struktur ruang kawasan rawan  
                 gempa bumi 

 
 

Unsur 
Pembentuk 

Struktur 
Ruang 

Tipologi Kawasan 
A B C D E F 

Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa 

Pusat Hunian             
Jaringan Air 
Bersih             
Drainase             
Sewerage             
Sistem 
Pembuangan 
Sampah 

            

Jaringan 
Transportasi 
Lokal 

            

Jaringan 
Telekomunikasi             
Jaringan Listrik             
Jaringan Energi             
Keterangan: 

 
Tidak layak untuk dibangun Dapat 
dibangun dengan syarat 
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